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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa
Utara dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu ketersediaan beras, produksi beras, dan
akses terhadap beras. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi
kasus, melibatkan wawancara mendalam bersama pihak Dinas Pangan, petani, dan masyarakat
setempat, serta analisis dokumen terkait kebijakan ketahanan pangan di daerah tersebut. Hasil
penelitian mengindikasikan bahwa ketersediaan beras di Kabupaten Minahasa Utara cukup stabil dan
menunjukkan surplus stok pada triwulan pertama tahun 2025. Produksi beras menunjukkan
peningkatan yang didukung oleh bantuan pemerintah berupa penyediaan bibit unggul, pupuk
bersubsidi, pelatihan, dan alat-alat pertanian. Kendati demikian, produksi masih menghadapi kendala
seperti penyusutan lahan, cuaca yang tidak menentu, serta keterbatasan sistem irigasi. Akses beras di
wilayah daratan dinilai memadai, tetapi di wilayah kepulauan masih terdapat hambatan distribusi
akibat kurangnya infrastruktur dan transportasi laut. Faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan
pangan, khususnya pada aspek produksi dan akses beras, mencakup luas lahan pertanian, kondisi
cuaca dan irigasi, infrastruktur distribusi, daya beli masyarakat, serta kebijakan pemerintah daerah.
Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah memperkuat perlindungan terhadap lahan
pertanian, meningkatkan infrastruktur distribusi khususnya di daerah terpencil, memperluas program
penyediaan pangan murah, serta mengembangkan penggunaan teknologi pertanian yang adaptif.
Untuk penelitian berikutnya, dianjurkan menggunakan pendekatan kuantitatif atau melakukan studi
komparatif antar wilayah guna memperluas cakupan analisis.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Ketahanan Pangan Beras, Minahasa Utara
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PENDAHULUAN

Latar belakang masalah ini membahas pentingnya pangan sebagai kebutuhan dasar manusia
dan perannya dalam pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh. Pangan tidak hanya
menunjang aspek fisik, tetapi juga aspek spiritual, sehingga pemenuhannya menjadi indikator utama
kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi terhadap stabilitas sosial. Oleh karena itu, negara
memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan mutu pangan yang
aman serta bergizi untuk seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan prinsip kedaulatan, kemandirian,
dan ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan sendiri mencakup ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, akses
pangan baik secara ekonomi maupun fisik, serta konsumsi pangan yang sehat untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan pangan diarahkan pada kemandirian nasional
dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Kabupaten Minahasa Utara, sebagai daerah agraris, memiliki potensi besar dalam mendukung
ketahanan pangan terutama pada sektor beras, yang merupakan makanan pokok utama masyarakat.
Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala yang dihadapi.

Berbagai masalah yang muncul antara lain alih fungsi lahan yang menyebabkan degradasi
areal pertanian, produktivitas yang rendah akibat terbatasnya akses terhadap teknologi pertanian dan
pupuk, serta ketidakstabilan harga beras yang berdampak buruk bagi petani dan konsumen.
Infrastruktur irigasi yang belum memadai serta ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan beras
dari luar daerah turut memperparah kondisi. Pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan sebagai
dasar hukum untuk mengelola ketahanan pangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menekankan pentingnya
kemandirian dan kedaulatan pangan. Di samping itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun
2019 berperan dalam pengelolaan cadangan pangan nasional sebagai langkah antisipatif terhadap
fluktuasi pasokan dan harga.

Stabilisasi pasokan dan harga pangan sangat penting, tidak hanya untuk menjamin
kesejahteraan para pelaku usaha sektor pangan seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM, tetapi juga
untuk memastikan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok tetap terjaga. Di Minahasa Utara,
persoalan utama terletak pada ketersediaan dan stabilitas harga beras yang sangat dipengaruhi oleh
pasokan dari Bulog. Meskipun Bulog memiliki cadangan beras cukup besar, distribusinya kerap
terhambat oleh berbagai faktor logistik. Akibatnya, ketersediaan beras di pasar menjadi tidak stabil,
terutama menjelang hari besar keagamaan, yang juga berdampak pada lonjakan harga dan semakin
memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Data dari Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan tren peningkatan kebutuhan
beras sepanjang tahun 2024. Kebutuhan beras meningkat secara triwulanan, dipengaruhi oleh
pertumbuhan penduduk, perayaan lokal, perubahan pola konsumsi, dan persiapan menghadapi musim
hujan. Total kebutuhan tahunan yang mencapai lebih dari 21.900 ton menimbulkan tantangan besar
dalam pengelolaan stok dan distribusi. Sayangnya, produksi lokal belum mampu memenuhi
kebutuhan tersebut karena berbagai masalah, seperti menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi,
produktivitas sawah yang rendah akibat terbatasnya irigasi dan teknologi, serta cuaca ekstrem yang
mengganggu hasil panen.

Distribusi beras juga menjadi persoalan tersendiri, dengan kondisi infrastruktur jalan yang
belum merata menyebabkan harga beras di wilayah terpencil menjadi lebih tinggi dibandingkan
dengan pusat kota. Tingginya biaya transportasi memperburuk situasi ini, membuat harga beras tidak
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stabil dan membebani masyarakat. Jika tidak segera ditangani, ketergantungan terhadap pasokan luar
akan terus meningkat dan berpotensi melemahkan ketahanan pangan daerah dalam jangka panjang.
Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam menyediakan lahan pertanian yang
berkelanjutan, meningkatkan akses terhadap teknologi pertanian modern, serta memperbaiki sistem
distribusi demi menjaga harga beras tetap stabil dan terjangkau.

Dengan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk mengkaji implementasi ketahanan
pangan di Kabupaten Minahasa Utara, khususnya di sektor beras, dengan tujuan untuk memahami
bagaimana kebijakan dijalankan, kendala-kendala yang dihadapi, dan strategi yang digunakan
pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan serta kestabilan harga beras.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya adalah
untuk menguraikan dan menjelaskan fenomena yang diamati secara langsung serta menghasilkan data
berupa deskripsi naratif dalam bentuk tulisan. Dengan penerapan metode tersebut, diharapkan
penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan gambaran yang jelas mengenai
pelaksanaan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga beras di Kabupaten Minahasa Utara.

Penelitian ini berfokus pada pendekatan kualitatif dengan ruang lingkup yang terbatas untuk
memahami bagaimana kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan dijalankan di Kabupaten
Minahasa Utara.

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara. Selain itu, peneliti
juga akan mengadakan observasi langsung di Pasar Airmadidi serta pada para petani padi yang
tersebar di beberapa wilayah dalam Kabupaten Minahasa Utara.

Sumber data merujuk pada segala hal yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian.
Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu: Data primer adalah informasi
yang diperoleh langsung dari objek, kejadian, atau individu yang menjadi fokus penelitian tanpa
melalui proses interpretasi atau pengolahan sebelumnya. Dalam studi ini, data primer diperoleh
melalui wawancara, observasi visual, serta catatan lapangan dengan subjek yang dipilih berdasarkan
keterlibatan, keahlian, dan peran mereka dalam konteks penelitian.

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau penelitian
sebelumnya untuk tujuan tertentu. Data ini bukan hasil pengumpulan langsung oleh peneliti,
melainkan data yang sudah tersedia dan dapat diakses kembali untuk digunakan dalam penelitian ini.
Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas
Pertanian Kabupaten Minahasa Utara, PUD Klabat yang mengelola Pasar Airmadidi, Dinas Pangan,
serta Dinas Perdagangan Minahasa Utara.

Dalam proses pengumpulan data, diperlukan teknik tertentu agar informasi yang diperoleh
sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Teknik-teknik yang digunakan meliputi: Observasi dilakukan
secara sistematis untuk mencermati dan mencatat berbagai fenomena yang berkaitan langsung dengan
objek studi. Teknik ini bertujuan mengumpulkan data secara langsung mengenai pelaksanaan
kebijakan stabilisasi pasokan dan harga beras di wilayah Kabupaten Minahasa Utara.

Wawancara dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber
yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan beras. Dalam
pelaksanaannya, digunakan metode wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyusun
rencana wawancara sebelumnya, tetapi tetap fleksibel dalam alur dan bentuk pertanyaan agar
memungkinkan eksplorasi lebih mendalam.
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Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan tertulis yang
berhubungan erat dengan topik penelitian. Dokumen yang digunakan mencakup laporan dan data dari
instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pertanian Minahasa Utara, PUD Klabat selaku
pengelola Pasar Airmadidi, Dinas Pangan, serta Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berkelanjutan, dimulai sejak awal
pengumpulan data hingga seluruh rangkaian penelitian selesai. Peneliti menggunakan pendekatan
analisis data kualitatif yang merujuk pada model dari Miles dan Huberman (1992:112) yang telah
disesuaikan. Tahapan analisis terdiri dari:

Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari lapangan diseleksi dan dipilah sesuai dengan fokus
dan tujuan penelitian. Informasi yang tidak relevan dieliminasi agar hanya data penting dan bermakna
yang digunakan untuk proses analisis lanjutan.

Penyajian dan Verifikasi Data

Data yang telah disaring kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau visualisasi lain
agar memudahkan dalam memahami pola atau temuan penting dari hasil observasi, wawancara, dan
dokumen. Tahap ini juga mencakup proses penarikan kesimpulan awal, yang akan diverifikasi secara
terus-menerus hingga diperoleh pemahaman yang akurat terhadap fenomena yang diteliti.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk menghasilkan
data yang akurat, mendalam, dan dapat dipercaya. Peneliti memanfaatkan beberapa alat yang
berfungsi sebagai sarana pengumpulan informasi secara komprehensif. Panduan wawancara disusun
dalam bentuk pertanyaan terbuka yang bertujuan menggali informasi secara menyeluruh dari
informan terkait isu yang sedang dikaji. Selain itu, digunakan pula panduan observasi berupa lembar
pengamatan yang difokuskan untuk mencatat aktivitas, situasi, atau kejadian yang secara langsung
diamati di lapangan. Penelitian ini juga memperkuat temuan dengan dokumen pendukung seperti
laporan resmi, arsip institusi, atau dokumen relevan lainnya yang dapat memberikan bukti tambahan
terhadap hasil temuan. Selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti juga membuat catatan
lapangan yang berfungsi sebagai media untuk merekam refleksi pribadi, pengamatan awal, serta
interpretasi awal terhadap dinamika yang terjadi di lokasi penelitian.

Dalam upaya menjaga validitas data, peneliti menerapkan berbagai strategi untuk memastikan
keabsahan dan kualitas informasi yang diperoleh. Aspek kredibilitas dijaga melalui teknik triangulasi,
baik triangulasi sumber maupun metode. Informasi dibandingkan dari berbagai sumber data, seperti
wawancara dari beberapa informan, hasil observasi langsung, dan dokumen tertulis. Di samping itu,
penggunaan beragam metode pengumpulan data juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan
hasil yang lebih kuat dan menyeluruh. Untuk menjamin kesesuaian interpretasi dengan pengalaman
informan, peneliti menerapkan teknik member checking, yaitu meminta partisipan untuk meninjau
ulang hasil wawancara atau observasi yang telah dilakukan.

Konsistensi proses penelitian dijaga melalui prinsip dependabilitas, dengan mencatat secara
rinci seluruh tahapan penelitian dalam bentuk audit trail, sehingga dapat ditelusuri atau direplikasi
oleh peneliti lain di masa mendatang. Konfirmabilitas diterapkan dengan mencatat proses refleksi
peneliti secara jujur serta mendokumentasikan semua prosedur secara sistematis, diiringi validasi
tambahan melalui diskusi dengan rekan sejawat atau pembimbing agar hasil penelitian tetap objektif
dan bebas dari bias pribadi. Sementara itu, untuk menjaga relevansi dan keterterapan hasil penelitian
pada konteks lain, aspek transferabilitas diwujudkan dengan mendeskripsikan latar sosial dan lokasi
penelitian secara rinci. Penyajian data dilakukan secara naratif dan mendalam agar temuan yang
diperoleh dapat dipahami secara kontekstual dan digunakan sebagai acuan dalam situasi yang serupa.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Utara

a. Indikator Ketersediaan Beras

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bertha Katuuk, SP dari Kabupaten Minahasa Utara,
terlihat gambaran positif mengenai ketersediaan beras di daerah tersebut. Pada triwulan pertama tahun
2025, stok beras meningkat sekitar 4% per bulan, yang menunjukkan keberhasilan kebijakan
pemerintah daerah dalam menjaga pasokan beras. Hal ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang
menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang efektif sangat berperan dalam peningkatan
ketersediaan pangan (Sari, 2020). Kebijakan yang berfokus pada penyediaan bibit unggul dan
pelatihan teknologi pertanian menjadi strategi utama yang memperkuat kapasitas produksi lokal.
Pendekatan ini menonjolkan sinergi antara program pusat dan daerah dalam upaya peningkatan
produktivitas petani, sesuai dengan prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan (Bappenas, 2019).

Meski begitu, terdapat tantangan terkait penyusutan lahan pertanian yang berpotensi
mengancam ketersediaan beras dalam jangka panjang. Penurunan luas lahan produktif ini telah
menjadi isu penting dalam berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa konversi lahan dapat
menghambat produksi pangan nasional (Putra et al., 2021). Selain itu, ketergantungan pada kondisi
cuaca dan ketersediaan air irigasi meningkatkan kerentanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim
dan faktor lingkungan.

Dari sisi masyarakat, wawancara dengan warga dan pedagang beras menunjukkan bahwa
distribusi beras berjalan lancar dan stok beras di tingkat konsumen cukup memadai. Ini
mengindikasikan keberhasilan pemerintah tidak hanya dalam meningkatkan produksi, tetapi juga
dalam menjamin distribusi beras yang merata di pasar lokal. Distribusi yang efektif menjadi kunci
dalam memastikan ketersediaan pangan dan menghindari kelangkaan yang bisa menyebabkan
kenaikan harga (Rahmawati, 2022). Ketersediaan beras yang cukup di pasar menjadi indikator bahwa
rantai pasok beras berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan bahwa Kabupaten Minahasa Utara cukup
berhasil dalam menjaga ketahanan pangan beras melalui kebijakan yang tepat dan dukungan
pemerintah. Namun, adanya pengurangan lahan pertanian menjadi tantangan yang perlu diantisipasi
dengan strategi pengembangan lahan alternatif agar produksi tetap stabil ke depan. Hal ini sesuai
dengan teori ketahanan pangan yang menekankan pentingnya ketersediaan, aksesibilitas, dan
keberlanjutan sumber daya pertanian(FAO, 2020).

Sudirman (2017) menegaskan bahwa menjaga ketersediaan pangan adalah kunci dalam
mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pengembangan produksi pangan lokal dan efisiensi
distribusi menjadi upaya utama agar pangan tersedia secara memadai di seluruh wilayah. Konsep ini
tercermin dari peningkatan ketersediaan beras sebesar 4% per bulan di Minahasa Utara pada triwulan
pertama 2025, yang didukung kebijakan pemerintah daerah terkait penyediaan bibit unggul dan
pelatihan teknologi pertanian, sekaligus menjaga kelancaran distribusi ke pasar sehingga masyarakat
mudah mengakses beras. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa ketersediaan
pangan merupakan indikator utama ketahanan pangan yang harus dipertahankan melalui peningkatan
produksi dan distribusi yang efektif.

Kebijakan publik adalah studi yang mengkaji tindakan pemerintah, alasan di baliknya, dan
dampaknya. Menurut Nawawi (2009:7), pemahaman yang jelas tentang kebijakan ini penting bagi
pembuat dan analis, terutama dalam konteks politik. Nugroho (2014:105) menekankan bahwa
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kebijakan publik tidak terpisah dari lingkungan sosialnya dan mencakup berbagai rencana serta
keputusan yang diambil oleh pelaku.

Iskandar (2012) dalam pandangannya yang dikutip oleh Ramdhani & Ramdhani (2017:12)
menyatakan bahwa kebijakan adalah rangkaian rencana dan keputusan yang diambil sebagai respons
terhadap isu-isu masyarakat. Thoha, juga dalam Ramdhani & Ramdhani (2017:14), menjelaskan
bahwa kebijakan merupakan praktik sosial yang dipengaruhi oleh peristiwa dalam masyarakat dan
bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat.

Nasucha yang dikutip oleh Pasolong (2010:39) menegaskan bahwa kebijakan publik adalah
kewenangan pemerintah yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Pasolong (2013:38) menambahkan
bahwa kebijakan merupakan alternatif yang dipilih setelah analisis mendalam terhadap berbagai
kemungkinan. Nawawi (2012:45) menyoroti bahwa kebijakan publik idealnya memiliki tujuan yang
jelas dan bersifat politis.

Implementasi kebijakan adalah fase penting di mana rancangan kebijakan diwujudkan dalam
tindakan nyata. Wahab (1997:68) mengutip Denhard dan Denhard, menjelaskan bahwa implementasi
adalah tahap aksi yang mengoperasionalkan perencanaan sebelumnya. Santoso (2009:43)
menegaskan bahwa fokus implementasi adalah penerjemahan kebijakan menjadi tindakan nyata, dan
keberhasilan sangat bergantung pada kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan yang telah ditentukan.
Dengan demikian, baik pembuatan maupun implementasi kebijakan publik harus melibatkan
partisipasi publik dan respons terhadap dinamika sosial untuk mencapai tujuan yang efektif.

Implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu melalui
pelaksanaan program atau peraturan yang diturunkan dari kebijakan tersebut. Menurut Nugroho
(2011:618), penting untuk memiliki pedoman pelaksanaan yang jelas agar proses implementasi
berjalan sesuai harapan. Tanpa panduan yang tepat, pelaksanaan kebijakan dapat mengalami
penyimpangan atau tidak optimal.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi adalah aktivitas yang dilakukan
oleh organisasi pemerintah untuk mencapai sasaran kebijakan dalam jangka waktu tertentu. Proses ini
mencakup berbagai aktivitas operasional yang bertujuan mewujudkan perubahan sesuai dengan
keputusan kebijakan. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan bukan hanya sekadar aspek teknis, tetapi
juga merupakan proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat dicapai secara
efektif.

Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi
oleh beberapa faktor utama. Komunikasi yang jelas dan efektif sangat penting agar kebijakan dapat
dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, sumber daya yang memadai, terutama sumber
daya manusia dengan keahlian yang sesuai, juga diperlukan untuk kelancaran implementasi. Sikap
dan komitmen pelaksana kebijakan berperan besar dalam menentukan keberhasilan, karena motivasi
pelaksana mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan. Struktur birokrasi yang responsif dan
adaptif juga sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan, karena sistem yang kaku dapat
menghambat proses tersebut.

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang
kompleks dan melibatkan banyak pihak. Proses ini memerlukan pedoman pelaksanaan yang jelas,
sumber daya yang cukup, serta dukungan struktur birokrasi yang efektif. Jika semua faktor ini
terpenuhi, kebijakan yang dirancang memiliki peluang besar untuk berhasil mencapai tujuan yang
diinginkan.

Dalam konteks model implementasi, Nugroho (2011:643) menjelaskan dua pendekatan utama.
Pendekatan pertama adalah top-bottom, di mana pemerintah menjadi satu-satunya pelaku yang
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menjalankan kebijakan tanpa melibatkan pihak swasta atau masyarakat. Pendekatan kedua adalah
bottom-top, di mana masyarakat atau kelompok sasaran ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan
kebijakan, sementara pemerintah tetap berperan sebagai regulator. Nugroho juga membedakan antara
model implementasi berbasis perintah administratif dan model yang menggunakan insentif ekonomi.

Van Meter dan Van Horn memandang proses implementasi kebijakan sebagai alur linear yang
menghubungkan kebijakan publik dengan pelaksana dan hasil akhir. Mereka mengidentifikasi
beberapa faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan, termasuk komunikasi dan
koordinasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Dengan
memahami model dan faktor-faktor ini, diharapkan implementasi kebijakan dapat dilakukan secara
lebih efektif dan efisien.

Model Mazmanian dan Sabatier (1983) membagi implementasi kebijakan ke dalam tiga aspek
utama. Aspek independen mencakup karakteristik masalah, seperti tingkat kesulitan teknis dan
keberagaman kelompok sasaran. Aspek intervening meliputi karakteristik kebijakan, seperti kejelasan
tujuan dan ketersediaan sumber daya. Sementara itu, aspek dependen berkaitan dengan faktor
eksternal, termasuk kondisi sosial-ekonomi dan dukungan publik.

Hogwood dan Gunn (1984) mengemukakan delapan persyaratan utama untuk keberhasilan
implementasi, seperti stabilitas kondisi eksternal dan hubungan sebab-akibat yang jelas. Model
Goggin, Bowman, dan Lester (1990) menekankan pentingnya komunikasi dalam proses implementasi
dengan membagi faktor-faktor menjadi aspek independen, intervening, dan dependen.

Grindle (1980) berpendapat bahwa isi kebijakan merupakan faktor utama yang menentukan
keberhasilan implementasi, dengan perhatian pada kepentingan pihak yang terdampak. Elmore (1980)
menekankan pentingnya pemahaman para aktor kebijakan terhadap tujuan dan strategi yang
direncanakan, serta komitmen pejabat publik dalam pelaksanaan kebijakan.

Edward III (1980) mengidentifikasi empat faktor utama yang mempengaruhi implementasi,
yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap dan komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi
yang mendukung efektivitas implementasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan dan pencapaian tujuannya bergantung pada perhatian
dari regulator dan pelaksana terhadap berbagai aspek yang dapat memengaruhi atau menghambat
proses tersebut. Nugroho (2011:643) mengelompokkan model implementasi kebijakan dalam dua
pola utama: top-down, di mana pemerintah sebagai satu-satunya pelaksana, dan bottom-up, yang
melibatkan masyarakat sebagai pelaksana dengan pemerintah sebagai regulator.

Agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, Nugroho (2011:98-102) mencatat beberapa hal
penting, termasuk ketepatan kebijakan dalam memecahkan masalah, pelaksana yang tepat, sasaran
yang sesuai, kesesuaian lingkungan, dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan.

Siregar (2013:3) menambahkan enam faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, seperti
standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, disposisi
pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Damanik (2014:8) menyebutkan bahwa
kelancaran pelaksanaan juga bergantung pada pengelolaan diseminasi kebijakan, yang memerlukan
masyarakat yang menghormati dan menerima kebijakan.

Hogwood dan Gunn, sebagaimana dikutip Wahab (2012:129-132), membagi kegagalan
pelaksanaan menjadi dua kategori: kegagalan implementasi yang disebabkan oleh kesalahan
perumusan atau kurangnya sumber daya, dan implementasi yang gagal meskipun telah dilaksanakan
sesuai rencana, tetapi tidak mencapai tujuan akibat faktor eksternal.
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Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk
standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana,
serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Akib (2010), terdapat beberapa aspek pendukung
dan penghambat keberhasilan implementasi berdasarkan pandangan para ahli. Edwards III menyoroti
pentingnya komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur organisasi. Grindle membedakan
antara isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya, sementara Ripley dan Franklin menekankan
kepatuhan hirarkis dan kelancaran rutinitas. Goggin mengidentifikasi dorongan di tingkat federal dan
daerah, serta legitimasi dan kredibilitas, sedangkan Quade menguraikan kebijakan yang diinginkan,
kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan kondisi lingkungan.

Mazmanian dan Sabatier menekankan tiga aspek yang memengaruhi keberhasilan
implementasi, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan karakteristik lingkungan. Akib
mencatat bahwa keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh kemudahan dalam mengendalikan
masalah, kemampuan kebijakan untuk mengatur proses secara sistematis, serta faktor eksternal yang
berpengaruh. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan memerlukan regulasi yang tepat, keterlibatan aktor relevan, komunikasi yang efektif, dan
dukungan sumber daya. Pendekatan yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan kebijakan
terlaksana sesuai tujuan.

Ketahanan pangan didefinisikan oleh FAO sebagai keadaan di mana setiap orang memiliki
akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Pinstrup-Andersen
dan Watson menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi
juga akses terhadap pangan yang bergizi, melibatkan peran kebijakan pemerintah dan masyarakat.
Béné et al. menambahkan bahwa dampak perubahan iklim dan faktor sosial-ekonomi juga
berpengaruh pada kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan pangan. Ketahanan
pangan adalah konsep kompleks yang meliputi ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas, serta
bergantung pada kebijakan pemerintah dan peran masyarakat. Upaya untuk mencapai ketahanan
pangan yang berkelanjutan memerlukan pendekatan komprehensif dan kerjasama antara berbagai
pemangku kepentingan.

Ketahanan pangan terdiri dari empat pilar utama yang saling berhubungan. Ketersediaan
pangan berkaitan dengan jumlah pangan yang tersedia, baik dari produksi lokal maupun impor, dan
dipengaruhi oleh kondisi iklim, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Akses pangan meliputi
kemampuan individu atau kelompok untuk mendapatkan pangan yang cukup, yang dipengaruhi oleh
pendapatan, harga pangan, dan infrastruktur. Ketersediaan dan akses pangan yang memadai sangat
penting untuk mencegah malnutrisi dan menjaga kestabilan harga. Upaya untuk meningkatkan
produksi dan distribusi pangan sangat diperlukan agar ketahanan pangan dapat terjaga secara
berkelanjutan.

Pemanfaatan pangan berkaitan dengan penggunaan dan pengolahan pangan untuk memastikan
kecukupan dan nilai gizi. Proses yang baik dalam pengolahan, penyimpanan, dan konsumsi dapat
meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat. Stabilitas pangan penting untuk menjaga
konsistensi ketahanan pangan dan memerlukan kesiapan menghadapi gangguan eksternal.

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, pertumbuhan
populasi, dan kebijakan pertanian. Ketersediaan serta kualitas infrastruktur dan teknologi pertanian
juga berperan dalam distribusi dan produktivitas. Aspek sosial, budaya, dan kondisi politik dapat
memengaruhi akses pangan. Penanganan menyeluruh terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk
memastikan akses pangan yang cukup dan bergizi bagi semua.
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Ketahanan pangan adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan menyeluruh. Salah
satu strategi adalah diversifikasi pertanian, di mana petani menanam berbagai jenis tanaman untuk
mengurangi risiko kerugian. Di Indonesia, contohnya di Jawa Barat, petani menerapkan pertanian
terpadu.

Pengembangan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas penyimpanan, penting untuk
mendukung distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan pendapatan petani. Pendidikan dan
penyuluhan membantu petani menguasai teknik pertanian modern.

Penguatan jaringan sosial, seperti kelompok tani dan koperasi, mendukung akses pangan,
terutama saat krisis. Selain itu, pemanfaatan teknologi pertanian, seperti sistem irigasi tetes,
meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Dwi Retno Irjayanti (2023) meneliti pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap
ketahanan pangan, menunjukkan bahwa dukungan sektor pertanian lokal dan pengembangan
infrastruktur sangat penting. Ayu Mutia dan rekan (2022) menemukan bahwa pembangunan food
estate dapat meningkatkan kapasitas produksi padi, meskipun ada tantangan dalam pengelolaan
sumber daya alam. Saragih dan rekan (2021) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi
ketahanan pangan, menemukan bahwa luas lahan dan produktivitas berhubungan signifikan dengan
ketahanan pangan.

Ameilia Ferlina (2020) menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif dan partisipasi
masyarakat berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan. Ratna Mardina (2020) mengembangkan
model prediktif ketahanan pangan, menekankan bahwa jumlah penduduk, produksi beras, dan harga
beras memiliki pengaruh signifikan.

b. Indikator Produksi Beras

Produksi beras menjadi aspek penting dalam menjamin ketahanan pangan di Minahasa Utara.
Indikator utama yang digunakan mencakup volume panen padi petani lokal dan luas lahan sawah yang
dibudidayakan. Produktivitas lahan, yang dipengaruhi faktor teknis seperti penggunaan benih unggul,
pupuk bersubsidi, dan ketersediaan air irigasi, menjadi tolok ukur efektivitas produksi. Kebijakan
pemerintah daerah berupa bantuan bibit, pupuk, dan pelatihan teknologi turut berperan dalam
meningkatkan kapasitas produksi.

Wawancara dengan Bertha Katuuk, SP (BK, 12 Maret 2025) mengonfirmasi bahwa produksi
beras di daerah tersebut sudah mencukupi kebutuhan masyarakat. Produksi beras pada triwulan
pertama 2025 meningkat signifikan sebesar 44,61%, menandakan keberhasilan upaya peningkatan
produksi dalam waktu singkat. Pernyataan ini menunjukkan efektivitas kebijakan ketahanan pangan
pemerintah daerah yang fokus pada penyediaan bibit unggul, dukungan irigasi, dan pelatihan
teknologi pertanian bagi petani. Bantuan teknis dan sarana produksi ini telah membantu meningkatkan
hasil panen dan produktivitas petani.

Dari sisi petani, produksi berjalan baik saat cuaca mendukung dan ketersediaan air irigasi
memadai. Namun, petani menyatakan tantangan utama berupa berkurangnya luas lahan pertanian
yang mengancam kelangsungan produksi. Bantuan pemerintah berupa bibit unggul dan pupuk
membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Selain itu, mekanisasi
pertanian seperti penggunaan traktor dan mesin penggiling padi juga meningkatkan efisiensi dan
mempercepat proses produksi, menunjukkan bahwa intervensi pemerintah bersifat kuantitatif dan
kualitatif.

Temuan ini sejalan dengan Sudirman (2017) yang menyatakan bahwa produksi beras adalah
indikator utama ketahanan pangan daerah. Peningkatan produksi harus didukung penggunaan
teknologi tepat dan sarana produksi memadai seperti benih unggul dan pupuk bersubsidi. Hal ini juga
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didukung oleh Hasibuan (2018) yang menekankan pentingnya dukungan pemerintah berupa bantuan
teknis dan input produksi untuk meningkatkan hasil panen. Penelitian ini memperlihatkan bahwa
bantuan alat pertanian modern sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Secara keseluruhan, produksi beras di Minahasa Utara mengalami peningkatan nyata berkat
kebijakan komprehensif dan dukungan pemerintah kepada petani. Namun, penyusutan lahan pertanian
tetap menjadi masalah yang harus dikelola untuk menjaga ketahanan pangan jangka panjang.

c. Indikator Akses Beras

Akses terhadap beras di Minahasa Utara mengacu pada kemampuan masyarakat memperoleh
beras secara mudah dan terjangkau. Berdasarkan wawancara dengan Bertha Katuuk, SP (BK, 12
Maret 2025), distribusi beras ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan kepulauan, berjalan
lancar. Hal ini menandakan efektivitas jaringan distribusi serta perbaikan infrastruktur pendukung
seperti jalan dan transportasi yang penting untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras
di pasar lokal.

Pemerintah daerah juga aktif menjalankan program pangan murah untuk menjaga daya beli
masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Antusiasme masyarakat terhadap program ini
menunjukkan keberhasilan kebijakan dalam meningkatkan akses ekonomi terhadap pangan pokok.
Subsidi dan pengendalian harga melalui program pangan murah membantu menjaga kestabilan harga
dan keterjangkauan beras di tengah fluktuasi pasar.

Wawancara dengan warga (NT dan TM, 15 Maret 2025) memperkuat temuan tersebut, di mana
mereka menyatakan bahwa ketersediaan beras di pasaran cukup dan merata sehingga memudahkan
akses konsumen. Namun, ada kekhawatiran terhadap fluktuasi stok dan harga yang dapat
mempengaruhi kemampuan membeli, khususnya bagi keluarga berpendapatan rendah. Hal ini
menandakan bahwa stabilitas harga menjadi isu penting dalam akses pangan.

Temuan ini sejalan dengan teori Pinstrup-Andersen (2009) yang menyatakan bahwa akses
pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fisik, tetapi juga kemampuan ekonomi masyarakat
untuk membeli pangan dengan harga wajar. Oleh sebab itu, stabilitas harga dan daya beli masyarakat
sangat penting dalam menjaga akses pangan yang memadai dan berkelanjutan. Kebijakan publik yang
efektif harus mampu mengendalikan harga pangan dan menyediakan subsidi untuk kelompok rentan
agar akses pangan tetap terjamin.

Secara keseluruhan, akses pangan beras di Minahasa Utara sudah cukup baik berkat distribusi
merata dan kebijakan pemerintah yang proaktif dalam penyediaan pangan murah. Namun, perhatian
diperlukan untuk mengatasi fluktuasi stok dan harga agar akses pangan tetap terjaga, terutama bagi
kelompok ekonomi rentan.

Faktor-Faktor Determinan Implementasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Utara
a. Indikator Produksi Beras

Wawancara dengan Bertha Katuuk, SP dan petani lokal mengungkapkan beberapa faktor yang
memengaruhi produksi beras di daerah tersebut. Dari sisi pemerintah daerah, produksi dipengaruhi
oleh ketersediaan lahan pertanian yang menyusut akibat alih fungsi lahan, ketersediaan air irigasi, dan
ketidakpastian cuaca. Dukungan pemerintah berupa bibit unggul, pupuk subsidi, dan teknologi
pertanian dianggap sangat penting dalam mendorong peningkatan hasil panen. Petani menegaskan
bahwa semakin luas lahan yang tersedia, semakin besar potensi produksi beras. Mereka juga
menyoroti pentingnya iklim stabil, sistem irigasi, dan subsidi pupuk serta alat pertanian modern
seperti traktor dalam menekan biaya dan meningkatkan efisiensi kerja.

Kombinasi faktor alam dan intervensi teknis pemerintah sangat menentukan hasil produksi di
lapangan. Saat faktor-faktor tersebut terpenuhi, produksi cenderung meningkat dan dapat memenuhi
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kebutuhan pangan lokal. Sebaliknya, gangguan seperti cuaca ekstrem atau keterlambatan distribusi
pupuk dapat menurunkan produksi secara signifikan.

Dengan demikian, faktor produksi beras merupakan variabel penting dalam ketahanan pangan
yang harus dikelola secara terpadu antara pemerintah dan petani. Upaya peningkatan produktivitas
harus didukung oleh ketersediaan input produksi dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa
Utara yang dianalisis melalui tiga indikator utama yaitu ketersediaan beras, produksi beras, dan akses
terhadap beras, diperoleh gambaran umum bahwa kondisi ketahanan pangan di wilayah ini relatif
stabil, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Ketersediaan beras tergolong
cukup memadai, bahkan cenderung berlebih pada awal tahun 2025, sebagaimana ditunjukkan oleh
data dan hasil wawancara yang mencatat peningkatan stok sekitar 4% setiap bulan pada triwulan
pertama. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga suplai beras melalui
kebijakan distribusi yang efisien dan pengelolaan stok yang baik.

Sementara itu, produksi beras menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan ini
didorong oleh berbagai bentuk dukungan dari pemerintah, seperti penyediaan bibit unggul, pupuk
bersubsidi, pelatihan pertanian, dan penggunaan alat pertanian modern yang mempercepat proses
produksi dan meningkatkan hasil panen. Namun demikian, produksi masih menghadapi tantangan
yang cukup serius, antara lain berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi, perubahan iklim yang
tidak menentu, serta sistem irigasi yang belum memadai di beberapa wilayah, yang jika tidak segera
ditangani dapat berdampak negatif pada keberlanjutan produksi beras di masa depan.

Akses terhadap beras juga menunjukkan hasil yang cukup baik di wilayah daratan, di mana
distribusi berjalan lancar dan menjangkau pasar-pasar serta toko-toko kecil. Program pangan murah
yang diluncurkan oleh pemerintah turut membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk
memperoleh beras dengan harga terjangkau. Namun, kondisi berbeda ditemukan di wilayah
kepulauan, di mana akses terhadap beras masih terkendala oleh minimnya transportasi laut serta risiko
kenaikan harga ketika stok berkurang, yang berdampak langsung pada kemampuan masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan pangan pokok.

Dalam keseluruhan pelaksanaan ketahanan pangan, terdapat sejumlah faktor penentu yang
sangat memengaruhi hasil dari indikator produksi dan akses beras. Faktor-faktor tersebut mencakup
luas dan ketersediaan lahan pertanian, kondisi iklim serta ketersediaan air untuk irigasi, kualitas
infrastruktur transportasi dan sistem distribusi terutama di daerah-daerah terpencil dan kepulauan,
daya beli masyarakat serta kestabilan harga beras, dan tidak kalah pentingnya adalah dukungan
kebijakan serta program-program pemerintah yang berkelanjutan di sektor pertanian. Temuan-temuan
ini menunjukkan bahwa meskipun ketahanan pangan di Minahasa Utara berada dalam kondisi relatif
baik, perbaikan pada aspek distribusi dan peningkatan infrastruktur, serta perlindungan terhadap lahan
pertanian, tetap menjadi prioritas yang harus diperhatikan untuk menjamin keberlanjutan ketahanan
pangan di wilayah ini.
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